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KATA PENGANTAR
Bissmillahirrahmanirrahim

Salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah sebagai indikator penuntasan program Waijib
Belajar 9 Tahun adalah memberikan layanan mutu pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah.
Hal ini dapat diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI/sederajat mencapai
angka 107,63 dan SMP/MTs/sederajat mencapai angka 85,69 berdasarkan sumber data Badan Pusat
Statistik. Pada tahun 2015 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama memberikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah kepada 24.281 Madrasah Ibtidaiyah dan
16.647 Madrasah Tsanawiyah. Anggaran belanja negara yang dikeluarkan tersebut memerlukan
perubahan Petunjuk Teknis BOS sebagai pedoman dalam pelaksanaan program bantuan, dikarenakan
terjadi perubahan mata anggaran berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan pada bulan November 2014. Mata anggaran BOS berubah dari bantuan sosial
menjadi belanja barang/jasa non operasional lainnya, sehingga terjadi perubahan mekanisme
pelaksanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOS.

Program BOS ini diharapkan mampu membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan
layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, terutama bagi siswa miskin. Agar dalam
pelaksanaannya tetap terjaga akuntabilitasnya, Petunjuk Teknis BOS perlu dilakukan perubahan
mekanisme penyalurannya dan laporan pertanggungjawabannya berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 168/PMK.05/2015.

Perubahan petunjuk teknis BOS 2015 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pengelola BOS
dalam melaksanakan program BOS di madrasah negeri dan swasta. Untuk itu, kepada seluruh
pengelola BOS baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar memahami dan mempedomani
petunjuk teknis BOS ini dengan sebaik-baiknya dan segera mensosialisasikan ke setiap Madrasah
penerima dana BOS.

Jakarta, September 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA
NIP. 196901051996031003
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap
warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan
pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan
tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah
wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan
MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Kementerian Agama yang menangani pendidikan
Madrasah dan Pesantren memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK)
tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 11,5% dan MI/PPS Ula telah berkontribusi di
dalamnya sebesar 12,44%. Sedangkan APK SMP, pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% dan MTs/PPs
Wustha telah berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97%. Dengan demikian, maka program wajar 9 tahun
telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam
percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah
melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju
peningkatan kualitas madrasah.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan mekanisme penyaluran.
Mulai tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS pada madrasah negeri dan madrasah swasta/PPS
mengalami perubahan, yaitu penyalurannya melalui DIPA untuk madrasah negeri dan untuk madrasah swasta
dan PPS langsung ke rekening madrasah swasta/PPS dari KPPN tanpa melalui rekening penampung. Begitu
pun madrasah negeri, penyaluran dana BOS dilakukan langsung pada DIPA Satker Madrasah dengan
tersebar pada AKUN-AKUN kegiatan yang sesuai dengan perencanaan madrasah. Pada tahun 2015
pemerintah telah melakukan penambahan biaya satuan dana BOS, ini merupakan bukti nyata pemerintah
dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam menjalankan amanat Undang-Undang.

B. Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional
non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan
atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dil. Namun
demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana
BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana
BOS.

C. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
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1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di
madrasah negeri maupun madrasah swasta

2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri.
3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

D. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs negeri dan swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS)
Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas, termasuk MI-MTs Satu Atap (SATAP) di seluruh Provinsi di
Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

MI penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada pagi hari
dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD atau SMP. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan
Wajar Dikdas pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Tim
manajemen BOS Kabupaten/Kota.

PPS penerima BOS adalah lembaga pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas dan
santrinya tidak terdaftar sebagai siswa madrasah atau siswa sekolah. Batas usia santri PPS yang menjadi
sasaran penerima BOS adalah maksimal 25 tahun.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan
ketentuan:

» Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
» Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun

E. Waktu Penyaluran Dana

Pada Tahun Anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai
Desember 2015, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 dan semester 1 tahun pelajaran 2015/2016.

Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dapat dilakukan setiap bulan/triwulan/semester atau sesuai
pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS
dilakukan langsung oleh satker Madrasah ke KPPN, tanpa harus memperhatikan periode triwulanan.

F. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2015 meliputi semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS Ml dan MTs 6



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2015;

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum
Pendidikan Dasar;

21. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaam,;

22. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No.
1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib
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Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;

23. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.1/196/2008 tentang Penetapan
Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI), Bahasa Arab dan Referensi untuk Raudatul
Athfal, Tarbiyatul Athfal, Busthanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah Tahun 2008;

24. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.1/375/2009 tentang Penetapan
Buku Ajar Referensi, Pengayaan dan Panduan Pendidik untuk Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dan
Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2009;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/Pj/l2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain;

27. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983 terakhir dengan Undang-undang nomor 42
tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang barang dan
jasa dan PPnBM serta KMK/563/2003 tentang penunjukkan bendaharawan pemerintah untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran
dan pelaporannya

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dengan perubahan terakhir PP Nomor 64 Tahun 2010;

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013.
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BAB Il
IMPLEMENTASI BOS

A. Madrasah Penerima BOS

1.

Semua madrasah negeri dan swasta yang telah mendapatkan izin operasi wajib menerima program BOS;
bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite
Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut;

Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;

Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun
ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan
biaya investasi dan biaya operasi;

Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;

Madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk
memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau
barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun
jangka waktu pemberiannya;

Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh
madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip
nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila
madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat

B. Program BOS dan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Yang Bermutu

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan
dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan
akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan
pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan
perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9
Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9
tahun yang bermutu.

BOS harus memberi kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena
alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya
lainnya;.

BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke tingkat MTs/
sederajat;

Kepala Ml menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke MTs/sederajat;

Kepala Madrasah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk
diajak kembali ke bangku madarsah;

Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
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7. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah. Sumbangan sukarela dari
orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan
tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara
mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah. Dengan
demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum
bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi),
pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya madrasah, dan
mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan
di madrasah.

Melalui program BOS, warga madrasah diharapkan dapat lebih mengembangkan madrasah
dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Madrasah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan madrasah dalam rangka
peningkatan akses, mutu, dan manajemen madrasah.

3. Madrasah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.

4. Madrasah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan
Anggaran Madrasah (RKAM), dimana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAM tersebut.

5. Rencana Jangka Menengah dan RKAM harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah
memperhatikan pertimbangan Komite Madrasah dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (untuk
madrasah swasta).
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BAB Il
PELAKSANA PROGRAM BOS

Pengelolaan program BOS madrasah di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Subdit
Kesiswaan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang
Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi, Seksi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota, dan madrasah.

A. Tugas dan Tanggungjawab Kementerian Agama Tingkat Pusat

o N O O & W DN -~

Menyusun rancangan program;

Menetapkan alokasi dana dan sasaran BOS tiap Provinsi;

Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;

Melakukan penyusunan dan penggandaan buku petunjuk teknis pelaksanaan program;
Berkoordinasi dengan Subag Data dan Informasi tentang database madrasah;
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

Memonitor perkembangan penyelesaian pelaksanaan BOS yang dilakukan oleh Kanwil
Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;

Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait;

B. Tugas dan Tanggungjawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

1
2.
3.
4

10.
1.
12.
13.
14.

15.

Menetapkan alokasi dana BOS pada tiap kabupaten/kota;

Menetapkan alokasi dana BOS untuk tiap madrasah negeri;

Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di tingkat provinsi;

Melakukan koordinasi dengan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dalam rangka penyaluran
dana BOS ke madrasah;

Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan
kegiatan yang telah ditetapkan;

Mempersiapkan dan menyusun anggaran BOS ke dalam DIPA Kanwil sesuai dengan Akun
dan peruntukannya;

Merencanakan dan melakukan sosialisasi program BOS di tingkat provinsi;

Melakukan Pendampingan kepada Penanggungjawab BOS Kantor Kemenag Kab/Kota;
Melakukan pendataan penerima bantuan;

Menyalurkan dana ke madrasah sesuai dengan kebutuhan;

Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat provinsi;
Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
u.p Direktorat Pendidikan Madrasah dan instansi terkait;

Melaporkan penggunaan dana safeguarding kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
u.p Direktorat Pendidikan Madrasah.

C. Tugas dan Tanggungjawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

1.
2.
3.
4.

Menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap madrasah swasta;

Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada madrasah penerima BOS;

Melakukan pendataan madrasah;

Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi
dan dengan madrasah dalam rangka penyaluran dana;
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8.
9.
10.
1.

Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

Melaporkan pelaksanaan program BOS kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil
Kemenag Provinsi;

Melaporkan penggunaan dana safeguarding kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS
Kanwil Kemenag Provinsi;

Mengumpulkan data dan laporan dari madrasah;

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota;
Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS
Kanwil Kemenag Provinsi dan instansi terkait;

D. Tugas dan Tanggungjawab Madrasah

1.

2,

Penanggungjawab
Kepala Madrasah
Anggota

a. Bendahara pengeluaran pada madrasan negeri

b. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah untuk
bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS pada madrasah swasta atau sebagai
pembantu bendahara pengeluaran pada madrasah negeri.

c. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa

Tugas dan Tanggungjawab Madrasah

1.

Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah
dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus
segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan
dibebaskan dari segala jenis iuran (Formulir BOS-09);

Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;

Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS
serta rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya
di papan pengumuman madrasah (Formulir BOS-12A);

Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah di papan pengumuman
madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah
(dan Formulir BOS-12B);

Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh
madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah
(lihat pertanggungjawaban keuangan BOS);

Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di madrasah;
Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
Menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada Kantor Kemenag Kab/Kota.
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BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN BOS

A. Mekanisme Alokasi Dana BOS

1. Madrasah Swasta

Pengalokasian dana BOS pada madrasah swasta dilaksanakan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a.

Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan
data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS
Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir,
alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

. Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Pendidikan Madrasah menetapkan
alokasi dana BOS untuk madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA
Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang
Madrasah/TOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap
madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasabh;

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap madrasah perlu dipertimbangkan bahwa dalam
satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu
acuan sebagai berikut:

Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2015 didasarkan pada jumlah siswa
semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.

Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2015 didasarkan pada data jumlah
siswa semester pertama tahun pelajaran 2015/2016. Oleh karena itu setiap madrasah
harus segera menyerahkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2015
selesai.

2. Madrasah Negeri

Mengingat dana BOS pada madrasah negeri sudah dialokasikan dari awal tahun anggaran,
maka pengalokasian dana BOS dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.

Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan
data jumlah siswa madrasah negeri pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui
EMIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan format yang dilengkapi nama, tempat
tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh
EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

Atas dasar data jumlah siswa madrasah negeri pada tiap provinsi berbasis EMIS
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Pendidikan Madrasah
menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah negeri pada tiap provinsi yang
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dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota;

Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang
Madrasah/TOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap
madrasah negeri sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasah
negeri;

Berdasarkan jumlah alokasi dana BOS vyang telah diverifikasi tersebut, Kanwil
Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
menetapkan alokasi dana BOS pada madrasah negeri yang kemudian dituangkan dalam
rencana kegiatan yang sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS yang dirinci
berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana yang diajukan oleh madrasah;

Dalam pengalokasian dana BOS, madrasah negeri harus memprioritaskan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam DIPA;

Pengalokasian dana BOS untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam DIPA
dan sumber dana lainnya, hanya bersifat sebagai tambahan jika dana yang dianggarkan
tidak mencukupi.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS pada madrasah negeri, Kanwil Kementerian Agama
Provinsi perlu memperhatikan bahwa alokasi dana BOS tahun 2015 ditetapkan di awal
tahun anggaran untuk periode Januari-Desember 2015. Oleh karena itu, maka diperlukan
kecermatan dalam penetapan alokasi dana BOS dengan mempertimbangkan bahwa
terdapat perbedaan jumlah siswa antara tahun pelajaran 2014/2015 dengan tahun
pelajaran 2015/2016.

B. Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

1. Madrasah Swasta

1.1.

Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS ke madrasah swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian
Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk
madrasah negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker
madrasah negeri. Pencairan dana BOS ke madrasah swasta dapat dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening madrasah swasta sebagai
penerima bantuan operasional, atau dengan pembayaran Uang Persediaan (UP).

1.1.1. Penetapan Pejabat Perbendaharaan

a. Dalam hal DIPA dana BOS madrasah dialokasikan pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS pada
masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Surat
Keputusan.

- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi selaku kepala satuan kerja
(satker) dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
pada masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui
Surat Keputusan.
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b. Dalam hal DIPA dana BOS madrasah dialokasikan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOS lebih dari
1 (satu) orang sesuai kebutuhan melalui Surat Keputusan.

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selaku kepala satuan
kerja (satker) dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP) khusus pencairan dana BOS lebih dari 1 (satu) orang sesuai
kebutuhan melalui Surat Keputusan.

1.1.2. Syarat penyaluran dana BOS untuk madrasah adalah:

a. Dalam pengajuan pencairan dana BOS, Madrasah Swasta harus
menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM);

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang telah diterima
oleh madrasah pada tahap sebelumnya, seluruhnya harus sudah diserahkan
kepada PPK sebagai dokumen laporan UP/TUP nihil;

c. Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Madrasah Swasta
Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang di sahkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran;

d. Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kepala
Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS, yang memuat hak dan
kewajiban antara kedua belah pihak;

e. PPK mengesahkan/menyetujui pengiriman dana BOS kepada Madrasah
yang dituangkan dalam bentuk kuitansi/bukti penerimaan;

f. Kepala madrasah menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) kepada PPK;

1.1.3. Peyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah  Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1.1.3.1. Pembayaran Langsung (LS)

a. Mekanisme pencairan BOS untuk madrasah swasta dapat
menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk
uang kepada madrasah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN);

b. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana
BOS yang diajukan madrasah sesuai dengan Petunjuk Teknis;

c. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah
Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak,
menerbitkan SK PPK tentang penerima bantuan, menerima SPTJM
dari Kepala Madrasah, dan kuitansi bukti penerimaan telah
ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan disahkan oleh PPK;

d. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS,
PPK menyampaikan informasi kepada madrasah untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen permohonan;
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e.

Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) yang ditujukan kepada KPPN berdasarkan pengajuan SPP
dari PPK;

1.1.3.2. Pembayaran Uang Persediaan (UP)

a.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan UP/TUP
kepada Kepala KPPN setempat (format lampiran 6);

Dalam hal dibutuhkan, KPA da